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MOH ACHSAN RUMI (B111 10 447). “Perlindungan Hukum Bagi 
Pengguna Aplikasi Mobile Payment BBM Money”. Dibawah bimbingan 
Ahmadi Miru selaku Pembimbing I dan Oky D. Burhamzah, selaku 
Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi 
pengguna aplikasi mobile payment BBM Money serta untuk mengetahui 
tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik aplikasi mobile payment 
BBM Money terhadap pengelolaan aplikasi tersebut. Penelitian ini 
dilakukan di Tangerang serta Jakarta tepatnya pada Bank Permata dan 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dengan melakukan wawancara 
terkait dengan penelitian. Selain itu juga dilakukan observasi dengan 
melakukan wawancara kepada pengguna aplikasi BBM Money untuk 
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : (1) Perlindungan 
hukum bagi pengguna aplikasi Mobile Payment BBM Money oleh Bank 
Permata belum memadai khususnya dari segi pengelolaan dan 
keamanannya bahkan menyalahi beberapa ketentuan peraturan 
perundang-undangan, yaitu diantaranya Undang-Undang No 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 11 Tahun 
2008 Tentang ITE, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta 
Peraturan Bank Indonesia N0. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip 
Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles). 
(2) Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap 
penggunaan aplikasi mobile payment BBM Money mengenai tanggung 
jawab atas informasi, bank telah melakukan kewajibannya dengan 
sesuainya pencantuman iklan dengan apa yang ada dalam aplikasi, juga 
mengenai pencantuman informasi kontrak elektronik dan penyelesaian 
sengketa. Sedangkan dalam bentuk tanggung jawab atas produk bank 
memang telah menyediakan jalan untuk tuntutan ganti rugi akan tetapi 
hanya ketika terbukti secara nyata kerugian akibat kesalahan bank, dan 
juga ganti rugi yang diberikan hanya meliputi kerugian yang langsung 
dialami oleh konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan tidak 
meliputi akibat yang ditimbulkannya, apalagi pada keuntungan yang ingin 
diperoleh. Mengenai tanggung jawab atas keamanan dan keandalan 
kontrol jaringan transaksi belum sesuai dengan apa yang diperintahkan 
undang-undang, karena masih sering terjadi gangguan jaringan, tidak 
hanya itu bank juga tidak bertanggung jawab terhadap kerugian akibat 
gangguan koneksi dan diaksesnya aplikasi, menurut bank itu merupakan 
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A. Latar Belakang 
Derasnya perkembangan dan pembangunan ekonomi global sedikit 
banyak telah memicu berkembangnya pembangunan ekonomi nasional. 
Perkembangan perekonomian nasional juga mempengaruhi para pelaku 
usaha untuk menciptakan barang dan/atau jasa yang lebih variatif untuk 
dikonsumsi. Tidak hanya dibidang ekonomi kemajuan juga terjadi dibidang 
ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan informatika yang turut 
membantu perluasan penyebaran barang dan/atau jasa hingga melintasi 
batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi ini pada satu sisi sangat 
bermanfaat bagi konsumen karena dapat dengan mudah memperoleh 
barang dan/atau jasa yang diinginkan serta membuka lebar kesempatan 
untuk memilih aneka jenis serta kualitas barang dan/atau jasa sesuai 
kemampuannya. 
Penggunaan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan mulai 
dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan cepat meluas, 
terutama di negara-negara maju. Dengan perdagangan lewat internet ini 
berkembang pula sistem bisnis virtual, seperti virtual store dan virtual 
company dimana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangan 
melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan basis perusahaan 
yang konvensional yang nyata.1 
                                                           
1 Asril Sitompul. Hukum Internet. 2004. hlm xi. 
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 Di masa depan teknologi akan lebih pesat lagi perkembangannya. 
Orang berbicara tentang masyarakat technetronic, tentang masyarakat 
teknokrasi, tentang teknostruktur dalam masyarakat post-industri dan 
tentang kebutuhan besar terhadap teknologi. 
 Saat ini media elektronik berbasis internet telah menjadi andalan 
dalam komunikasi dan perdagangan. Perlengkapan teknologi yang paling 
tinggi ragamnya dan paling canggih dinamakan automaton (perlengkapan 
otomatis yang dapat berjalan dan mengatur sendiri).2 Dalam industri 
perbankan kegiatan operasional dan sistem elektroniknya sudah 
menggunakan teknologi dan informasi berbasis internet salah satunya 
adalah berupa Internet Banking. Kebutuhan akan pelayanan 
telekomunikasi akan semakin meningkat dikarenakan tuntutan kebutuhan 
pengguna di masa depan yang semakin meningkat. Sistem komunikasi 
bergerak dipercaya akan memegang peranan yang semakin penting 
dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasi. Dengan adanya fasilitas 
elektronik banking semakin memudahkan para nasabah bank untuk 
melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke bank secara 
langsung. 
Salah satu bentuk dari internet banking yang banyak digunakan saat 
ini adalah sistem Mobile Payment. Tidak hanya kemudahan untuk tidak 
datang ke bank secara langsung, konsumen juga bisa melakukan 
                                                           
2 The Liang Gie. Pengantar Filsafat Teknologi. 1996. hlm 19. 
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transaksi perbankan melalui smarthphone mereka secara langsung, 
mudah, dan cepat. 
Hal ini juga cepat direspon oleh beberapa perusahaan di bidang 
telekomunikasi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seperti 
yang dilakukan oleh salah satu perusahaan transnasional PT Research In 
Motion Indonesia yang menyediakan perangkat telekomunikasi berupa 
smarthphone yang diminta oleh PT Permata Bank Tbk. untuk menjadi 
sarana pendukung dalam menciptakan suatu produk perbankan berbasis 
teknologi, kemudian diciptakanlah sebuah aplikasi Mobile Payment di 
Indonesia yang kemudian dikenal dengan “BBM Money”. 
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki 
sumberdaya alam melimpah ruah, menjadi negara yang sangat potensial 
bagi perusahaan transnasional untuk mengembangkan aktivitasnya di 
Indonesia..3 Sehingga produk-produk perusahaan transnasional tersebut 
terus mengalami inovasi dan dapat dinikmati oleh konsumen di Indonesia, 
pada satu sisi konsumen diberikan kemudahan dalam penggunaan 
produk-produk tersebut, pada sisi yang lain produk-produk tersebut masih 
memiliki banyak kekurangan sehingga konsumen atau pengguna perlu 
dilindungi dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah 
konsumen sebagai definisi yuridis ditemukan pada Pasal 1 angka 2 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
                                                           
3 Juajir Sumardi. Hukum Perusahaan Transnasional & Franchise. 2012. hlm 5. 
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selanjutnya disingkat (UUPK). UUPK menyatakan, bahwa “konsumen 
adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 
Masalah perlindungan hukum bagi konsumen perbankan merupakan 
suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian, sampai saat ini masalah 
perlindungan hukum bagi konsumen belum mendapatkan tempat yang 
baik dalam sistem Perbankan Nasional. Adanya keinginan dan desakan 
masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya 
telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk 
melindungi konsumen ini, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-
cita itu. 
Di Indonesia, masalah perlindungan konsumen baru mulai terdengar 
pada tahun 1970-an. Ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan 
Lembaga Konsumen (YLK) pada tanggal 11 Mei 1973. Indonesia  sebagai 
negara berkembang, yang industrinya baru mengalami tahap permulaan, 
perkembangan hukum perlindungan konsumennya belum berkembang 
sebagaimana di negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena lazimnya 
perkembangan perlindungan konsumen merupakan akibat dari 
perkembangan industri suatu negara, yaitu industrialisasi massal.4 
Bertitik tolak dari luas dan kompleksnya hubungan antara produsen 
dan konsumen, serta banyaknya mata rantai penghubung keduanya, 
                                                           
4 Ahmadi Miru. 2013. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. hlm 67. 
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maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir barang atau 
jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat 
dilindungi dengan adil. 
UUPK harusnya menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan 
terhadap konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena 
hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk 
mentaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat 
dampak yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang 
sewenang-wenang serta hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya 
sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen 
yang posisinya memang lemah, ditambah ketentuan hukum yang 
melindungi kepentingan konsumen belum memadai, khususnya dalam hal 
perlindungan hukum bagi pengguna jasa perbankan. 
UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa 
pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan 
perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun 
manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan 
Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara 
UUD 1945. 
Posisi Konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara 
internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum 
Persatuan Bangsa Bangsa No.A/RES/39/248 tahun 1985, tentang 
6 
Guidelines for Consumer Protection5, yang menghendaki agar konsumen 
dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak 
dasar tertentu, terlepas dari status sosialnya. Yang dimaksud dengan hak-
hak dasar tersebut antara lain adalah hak untuk mendapatkan informasi 
yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan 
keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk 
mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar 
manusia. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan 
hak-hak konsumen tersebut dinegaranya masing-masing. 
Mobile Payment “BBM Money” memberikan akomodasi kegiatan 
perbankan dan transaksi lainnya melalui smarthphone Blackberry kapan 
saja dan dimana saja dengan cepat dan mudah karena dilengkapi dengan 
jaringan internet data seluler dengan sistem pengelolaan tertentu. Aplikasi 
tesebut dilengkapi dengan user ID (identitas pengguna) dan PIN (Personal 
Identification Number). 
Dalam hal semakin berkembangnya teknologi perbankan berupa 
internet banking dalam bentuk Mobile Payment maka pihak bank harus 
memperhatikan aspek perlindungan nasabah khususnya mengenai 
keamanan yang berhubungan dengan privasi nasabah/pengguna. Seperti 
keamanan layanan online, keamanan koneksi nasabah, keamanan 
jaringan sistem operasi dari server, keamanan data transaksi, dan 
keamanan koneksi server. 
                                                           
5http://fhuk.unand.ac.id/in/kerjasama-hukum/menuartikeldosen-category/932-perlindungan-
hukum-terhadap-konsumen-atas-kasus-ganti-rugi-barang-jaminan-article.html. 30 Agustus 2014 
pukul 20.37. 
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Ada beberapa masalah dalam penggunaan aplikasi Mobile Payment 
“BBM Money” ini, pertama mengenai kapasitas jaringan internetnya, jika 
sekian juta orang mengakses bank yang sama dalam waktu yang hampir 
bersamaan, ada dua kemungkinan pengguna akan kecewa mengira 
smarthphone blackberry yang digunakan rusak atau sistem aplikasi yang 
dibangun tidak dapat menampung serbuan transaksi tersebut. Kedua, 
yaitu mengenai data transaksi atau bukti transaksi yang hanya dalam 
bentuk history didalam aplikasi yang mudah terhapus atau hilang 
sehingga pengguna akan sulit membuktikan transaksi yang telah 
dilakukannya. Terakhir mengenai keamanan yang dibangun oleh 
penyelenggara sistem elektronik Mobile Payment  “BBM Money”  itu 
sendiri dalam hal ini PT Bank Permata Tbk, keamanan yang dimaksud 
menurut  Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat PP 
PSTE adalah terlindungi secara fisik atau nonfisik (hardware atau 
software) dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau biasa 
dikenal dengan hacker. 
Perlindungan nasabah atau konsumen pengguna barang dan/atau 
jasa termasuk pengguna aplikasi Mobile Payment BBM Money diatur 
dalam UUPK, khususnya pada Pasal 4 UUPK yang mana mencantumkan 
konsumen wajib dilindungi atas hak-haknya di antaranya : hak atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 
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dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta hak-hak lainnya. 
Pelaku usaha atau dalam hal ini pengelola aplikasi Mobile Payment 
BBM Money PT Bank Permata Tbk. juga dalam Pasal 7 UUPK diwajibkan 
di antaranya untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; tidak hanya itu, 
pelaku usaha juga wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang 
diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu 
barang dan/atau jasa yang berlaku. 
Akan tetapi dalam kenyataannya aplikasi Mobile Payment BBM 
Money tersebut belum sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh UUPK 
yaitu di antaranya nasabah tidak merasa nyaman dan aman 
menggunakan aplikasi karena sistem proteksi yang digunakan masih 
lemah dan sangat mungkin untuk diakses oleh orang lain, selain itu 
informasi mengenai aplikasi belum terlalu jelas sehingga pengguna 
kebingungan menggunakan aplikasi tersebut. Tidak hanya itu pelaku 
usaha juga tidak menjelaskan mengenai penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan aplikasi secara jelas dalam aplikasi, dan juga pelaku usaha 
belum menjamin mutu aplikasi berdasarkan ketentuan standar mutu yang 
berlaku yaitu dengan tidak melakukan sertifikasi sebagaimana kewajiban 
pada Pasal 41 PP PSTE yang berbunyi “Penyelenggaraan Transaksi 
Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem 
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Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan 
Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik.” 
Selain UUPK ada juga aturan lain yang mewajibkan pelaku usaha 
atau penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan 
kepada konsumen atau pengguna sistem elektronik sebagaimana yang 
diwajibkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat (UU ITE) dalam Pasal 15 
ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik 
harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta 
bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik 
sebagaimana mestinya”. Akan tetapi penyelenggara sistem elektronik 
Aplikasi Mobile Payment “BBM Money” belum menyelenggarakan sistem 
elektroniknya secara aman dan andal karena sistem proteksi yang 
diberikan sangat lemah, misalnya pada saat verifikasi identitas sebelum 
menggunakan aplikasi pengguna hanya cukup memasukkan nama dan 
nomor ponsel untuk menggunakan aplikasi yang mana sulit untuk 
diidentifikasi kebenarannya oleh penyelenggara sistem elektronik yang 
bersangkutan apabila disalahgunakan oleh orang lain. 
Perlindungan Hukum pengguna aplikasi Mobile Payment BBM 
Money dianggap belum memadai untuk secara langsung melindungi hak-
hak pengguna selaku konsumen yang merupakan kewajiban pelaku 
usaha sebagaimana yang diatur dalam UUPK dan UU ITE. Oleh karena 
itu penulis merasa perlu untuk mengangkat sebuah skripsi dengan judul 
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Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Mobile Payment “BBM 
Money”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pengguna aplikasi “BBM 
Money” ? 
2. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik aplikasi 
mobile payment “BBM Money” terhadap penggunaan aplikasi 
tersebut ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pengguna aplikasi 
“BBM Money”. 
2. Untuk mengetahui tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik 
aplikasi mobile payment “BBM Money” terhadap penggunaan 
aplikasi tersebut. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya tentang Perlindungan 
Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Mobile Payment “BBM Money”. 
2. Sebagai bahan dalam diskursus tentang persoalan perlindungan 
hukum bagi pengguna aplikasi mobile payment. 
3. Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu 





A. Hukum  dan Regulasi Teknologi Informasi (Cyberlaw) di 
Indonesia 
 Proklamasi Kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan 
diwilayah yang sebelumnya dinamakan Hindia-Belanda, termasuk pada 
aspek hukumnya. Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu 
sistem, yang terdiri atas unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu sama 
lain saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang 
didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila6. Tujuan 
hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah mewujudkan 
pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif 
dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan 
menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan 
memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar 
sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas 
dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya secara 
utuh7. 
 Istilah Hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-
hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan atau 
                                                           
6 Wawan Muhwan Hariri. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Setia. 2012.  hlm 183. 
7Bernard Arief Sidharta. Ilmu Hukum Indonesia. Genta Publishing 2013. hlm 105 
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diberlakukan di Indonesia. Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma 
atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain yang juga 
populer digunakan, Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, 
semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku dan 
diberlakukan di Indonesia. 
Sebagai suatu sistem, Hukum Indonesia terdiri atas sub-subsistem 
atau elemen-elemen hukum yang beraneka, antara lain Hukum Tata 
Negara (yang bagian-bagiannya terdiri dari Hukum Tata Negara dan 
Hukum Administrasi Negara), Hukum Perdata (yang bagian-bagiannya 
terdiri atas Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Dagang), 
Hukum Pidana (yang bagian-bagiannya terdiri dari Hukum Pidana Umum, 
Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Ekonomi serta Hukum Acara 
Pidana) serta Hukum Internasional (yang terdiri atas Hukum Internasional 
Publik dan Hukum Perdata Internasional)8. 
Dalam hal hubungan hukum perdagangan dan transaksi berbasis 
elektronik, harus dikaitkan dengan sejauh mana hukum nasional bisa 
memiliki korelasi dengan sistem hukum internasional, khususnya 
mengenai hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah 
peraturan hukum perdata nasional yang berusaha mengatur hubungan 
hukum perdata yang menyangkut unsur-unsur asing didalamnya9. Subjek 
hukum dalam hal ini tunduk kepada aturan hukum perdata masing-masing 
negaranya. 
                                                           
8 Ilham Bisri. 2004. Sistem Hukum Indonesia. Rajawali Pers. hlm 6. 
9R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali Pers. hlm 229. 
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Perdagangan internasional, secara umum, berkembang kearah 
perdagangan yang lebih bebas dan terbuka.10 Hukum yang dimanfaatkan 
dalam perdagangan internasional karena melibatkan banyak negara, 
maka melibatkan pula banyak hukum yang tidak seragam, sehingga 
kerapkali menghadirkan permasalahan.11 Oleh karena itu dalam 
meratifikasi kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional harus 
bisa tidak meruntuhkan konstruksi hukum nasional. 
Prinsip utama dalam hukum teknologi informasi (cyberlaw) adalah 
prinsip yurisdiksi, hal dimaksud dikarenakan tidak serta merta dapat 
diterapkannya yurisdiksi teritorial dalam kegiatan di cyberspace yang 
sering sekali terjadi dalam teritorial beberapa negara secara sekaligus. 
Pendekatan prinsip yurisdiksi ekstra-teritorial merupakan upaya untuk 
dimungkinkannya penerapan hukum teknologi informasi (cyberlaw).12 Hal 
ini sejalan dengan Pasal 2 UU ITE bahwa “Undang-Undang ini berlaku 
untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia 
maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di 
wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan 
merugikan kepentingan Indonesia”.  
                                                           
10Ida Bagus Wyasa. 2008. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis 
Internasional. Refika Aditama. hlm 3. 
11 Soedjono Dirdjosisworo. 2006.  Pengantar Hukum Dagang Internasional. Refika Aditama. hlm 
31. 
12 Danrivanto Budhijanto. 2010. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi. 
Refika Aditama. hlm 136. 
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 Jangkauan yurisdiksi UU ITE bersifat lintas teritorial atau universal. 
Pemahaman dari pengertian “merugikan kepentingan Indonesia” adalah 
meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi 
nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, 
pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, serta badan 
hukum Indonesia.13 
Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan, untuk sementara waktu, 
praktik mengasimilasikan internet sebagai suatu bentuk penyiaran dan 
menyerahkannya pada skema aturan yang telah ada di bawah Direktorat 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel).14 Regulasi hukum siber 
menjadi bagian penting dalam sistem hukum postif secara keseluruhan. 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan dan 
memberlakukan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik mengingat aktivitas penggunaannya telah demikian meningkat. 
Regulasi tersebut merupakan hal yang sangat ditunggu masyarakat demi 
terciptanya kepastian hukum. 
 Pemerintah perlu pula untuk menjalankan penyusunan aturan terkait 
dengan tindak pidana siber (cyber crime), mengingat masih ada tindak-
tindak pidana yang tidak tercakup dalam UU ITE. Untuk yang terakhir 
pemerintah harus mengkaji lebih jauh Convention on Cyber Crime 2000, 
sebagai instrumen tindak pidana siber internasional, sehingga regulasi 
yang dibuat akan sejalan dengan kaidah-kaidah internasional, atau lebih 
                                                           
13 Ibid. 
14 Assafa Endeshaw. 2007. Hukum E-commerce dan Internet. Pustaka Pelajar. hlm 180. 
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jauh akan merupakan implementasi dari konvensi yang saat ini mendapat 
perhatian begitu besar dari masyarakat internasional.15 Hal tersebut 
diharapkan akan menciptakan pengelolaan sistem elektronik yang 
berpihak kepada masyarakat khususnya dalam hal transaksi elektronik. 
B. Transaksi Komersial Elektronik (E-Commerce) 
1) Definisi Transaksi Komersial Elektronik (E-Commerce) 
Transaksi komersial elektronik (e-commerce) merupakan salah satu 
bentuk bisnis modern yang bersifat non-face dan non-sign (tanpa bertatap 
muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik (e-
commerce) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini 
bersifat paperless (tanpa dokumen tertulis), borderless (tanpa batas 
geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap 
muka. Transaksi komersial elektronik (e-commerce) mengacu kepada 
semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronis 
dan pengelolaan data melalui media elektronik. 
Vladimir Zwass mendefinisikan transaksi komersial elektronik (e-
commerce) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan 
hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan 
komunikasi. Dari sini terlihat bahwa transaksi komersial elektronik (e-
commerce) adalah transaksi perdagangan/jual-beli barang dan jasa yang 
dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif 
                                                           
15 Ahmad Ramli. 2004. Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia. Refika Aditama. 
hlm 25. 
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selain media tertulis. Yang dimaksud media alternatif di sini adalah media 
elektronik, khususnya internet.16 
Selain itu, Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik menyebutkan “Transaksi elektronik adalah hubungan hukum 
yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media 
elektronik lainnya”. 
Dari berbagai definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan yaitu : 
a) Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih. 
b) Ada pertukaran barang dan jasa. 
c) Menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan 
transaksi. 
Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi komersial elektronik (e-
commerce) pada prinsipnya merupakan hubungan hukum berupa 
pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki 
prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan 
dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet) di 
mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik. 
 
2) Jenis-Jenis E-Commerce 
Secara garis besar jenis transaksi komersial elektronik (e-commerce) 
dibagi menjadi 5, yaitu:17 
                                                           
16
http://www.eprints.undip.ac.id/. 25 Januari 2015 pukul 12.48. 
17 Hasanuddin Rahman. Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis Contract Drafting. 
Bandung.  PT. Citra Aditya Bakti. hlm 47. 
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a) Business to Business (B2B). Transaksi B2B merupakan transaksi 
dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah suatu 
perusahaan. 
b) Business to Customer (B2C). Transaksi B2C merupakan transaksi 
antara perusahaan dengan konsumen/individu. Transaksi B2C 
meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui 
internet. 
c) Customer to Customer (C2C). Transaksi C2C merupakan transaksi 
dimana individu saling menjual barang satu sama lain. 
d) Customer to Business (C2B). Transaksi C2B merupakan transaksi 
yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. 
Customer to Government (C2G). Transaksi C2G merupakan 
transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan 
pemerintah 
3) Mekanisme E-Commerce 
Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (e-
commerce) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki 
prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti 
halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui 
media elektronik (e-commerce) juga terdiri dari tahapan penawaran dan 
penerimaan. 
a) Penawaran, menurut Mariam Darus Badrulzaman, penawaran 
merupakan suatu ajakan untuk masuk kedalam suatu perjanjian 
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yang mengikat (invitation to enter into a binding agreement).18 
Dalam transaksi e-commerce penawaran selalu dilakukan oleh 
merchant/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat e-mail (surat 
elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui website sehingga 
siapa saja dapat melihat penawaran tersebut. 
b) Penerimaan, dapat dinyatakan melalui website atau surat 
elektronik. Dalam transaksi melalui website biasanya terdapat 
tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu: 
1. Mencari barang dan melihat deskripsi barang. 
2. Memilih barang dan menyimpannya dalam kereta belanja. 
3. Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan 
dibelinya. 
Dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi ini maka calon 
pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/acceptance dan dengan 
demikian telah terjadilah kontrak elektronik (e-contract). 
4) Perkembangan E-Commerce Di Indonesia 
Salah satu hal yang mendorong perkembangan transaksi komersial 
elektronik (e-commerce) adalah bahwa e-commerce dapat menjangkau 
lebih banyak pelanggan dan pelanggan dapat mengakses informasi yang 
diperlukan setiap saat. Perkembangan transaksi komersial elektronik (e-
commerce) di Indonesia dipelopori oleh Sanur, yaitu sebuah toko buku 
                                                           
18 Mariam Daruz Badrulzaman. 2001. E-Commerce: Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia 
Hukum Bisnis. hlm 33. 
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online dengan alamat website www.sanur.co.id.19 Munculnya toko buku 
online ini pada tahun 1996 dilatarbelakangi oleh jenis bisnis yang serupa 
yaitu www.amazon.com. Sanur menjadi toko buku pertama di Indonesia 
yang menjual buku melalui internet. Saat ini Sanur telah memiliki 2.500 
transaksi per bulan dan meraih pasar regional. 
Pelaku transaksi komersial elektronik (e-commerce) lainnya adalah 
Indonesia Interactive (I-2) dengan alamat website www.i-2.co.id. I-2 
memiliki konsep sebagai portal dan menyediakan sebuah pusat 
perbelanjaan virtual. Saat ini I-2 telah memiliki 10 toko online yang 
menjual produk-produk berupa buku, komputer, kerajinan tangan, dan 
kaos. Selain toko online yang menjual barang jenis non-digital seperti 
Sanur dan I-2, terdapat pula toko online yang menjual barang jenis digital. 
Kartu Bebas ( www.kartubebas.com ) dan juga toko online lain seperti 
Pulsa Online ( www.pulsaonline.com ) menyediakan layanan pembelian 
pulsa untuk kartu seluler GSM prabayar di Indonesia.20 Dalam hal ini Kartu 
Bebas dan Pulsa Online merupakan toko online yang menjual barang 
jenis digital. Jika Sanur, I-2, Kartu Bebas, dan Pulsa Online menerapkan 
sistem transaksi dan pembayaran secara online, maka ada juga toko 
online yang memanfaatkan website hanya sebagai katalog produk 
sedangkan transaksi dan pembayaran dilakukan di dunia nyata, misalnya 
Prodigi komputer, sebuah toko komputer di Jakarta.  
                                                           
19 Haris Faulidi Asnawi. 2004. Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam. Yogyakarta. 
Magistra Insania Press. hlm 148. 
20 Ibid. hlm 149 
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Tampak bahwa transaksi komersial elektronik (e-commerce) di 
Indonesia memiliki tiga mekanisme yang berbeda, yaitu transaksi dan 
pembayaran yang dilakukan secara online, transaksi dilakukan secara 
online dan pembayaran dilakukan setelah barang diterima pembeli, serta 
transaksi dan pembayaran dilakukan di dunia nyata. 
Perkembangan transaksi komersial elektronik (e-commerce) di 
Indonesia belum sepesat di negara-negara lain, hal ini diakibatkan masih 
kurangnya penguasaan dan pemahaman terhadap teknologi serta belum 
efektifnya undang-undang yang mengatur mengenai transaksi komersial 
elektronik dalam sistem elektronik di Indonesia. 
4.1) Sistem Elektronik Di Indonesia 
Sejarah perkembangan elektronika diawali dengan pengamatan 
pada sinar katoda dan berkembang dengan berbagai sumbangan dari 
fisikawan, matematikawan, para insinyur dan para pencipta21. Dalam 
perkembangannya ada beberapa ilmuwan yang memberikan 
sumbangsihnya di antaranya Maxwell dengan teori matematika tentang 
pancaran gelombang electromagnet, penemu radio Marconi, ilmuwan 
Albert Einstein dan beberapa ilmuwan lainnya. 
Perkembangan teknologi telah mengantarkan elektronika beralih dari 
orde mikro ke nano, yang artinya komponen elektronika suatu saat dapat 
dibuat dalam ukuran yang lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Contohnya 
                                                           
21http://gusnawidyadinatha.blogspot.com/2013/09/sejarah-perkembangan-
elektronika_21.html?m=1. 6 September 2014. Pukul 10.25 
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perkembangan dari komputer ke laptop, dari telepon rumah ke telepon 
genggam (handphone), dan yang lainnya. 
Di Indonesia sendiri perkembangan teknologi elektronika 
diperkenalkan oleh PT LEN yang berdiri pada 1965 sebagai institusi 
penelitian dan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara pada 1991. 
Kini PT LEN dibawah koordinasi Kementerian BUMN. PT LEN adalah 
perusahaan elektronika industri dan prasarana yang bergerak dalam 
bidang broadcasting, transmisi, teknologi informasi, signaling, elektronika 
pertahanan, energi dan elektronika daya. Prestasi yang dilakukan PT LEN 
antara lain yaitu:22 
a) Selama lebih tiga dasawarsa dalam bidang broadcasting dengan 
ratusan lokasi pemancar televisi dan radio terpasang sampai ke 
seluruh pelosok wilayah Indonesia dan mancanegara; 
b) Jaringan telekomunikasi terpasang dari kota-kota besar sampai ke 
hutan belantara; 
c) Sistem persinyalan kereta api yang terpasang di berbagai lokasi di 
Pulau Jawa; 
d) Sistem elektronika daya untuk Kereta Rel Listrik (KRL); 
e) Elektronika untuk menunjang sistem pertahanan darat, laut, dan 
udara; 
                                                           
22 http://books.google.co.id/books/id/ . 7 September 2014. Pukul 16.53 
22 
f) Puluhan ribu unit sistem pembangkit tenaga surya yang juga 
tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia sampai ke 
mancanegara. 
Kemudian pesatnya perkembangan sistem elektronik dapat kita 
rasakan seperti saat ini. Sistem elektronik dalam Pasal 1 ayat 5 UU ITE 
adalah “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan , mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan 
informasi elektronik” dan di ayat 6 dijelaskan tentang penyelenggaraan 
sistem elektronik adalah “pemanfaatan sistem elektronik oleh 
penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat”. 
Regulasi seputar elektronika tersebut dibentuk mengingat tingginya 
antusias masyarakat dalam berinteraksi dan membuat kesepakatan-
kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk elektronik karena dinilai lebih 
mudah dan cepat. 
4.2) Perjanjian Elektronik 
Perjanjian merupakan bagian dari perikatan, perjanjian juga 
merupakan sumber dari perikatan yang mempunyai cakupan yang lebih 
luas dari perjanjian. Perikatan diatur dalam buku III KUH Perdata, sumber 
perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang. 
Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
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orang lain atau lebih”, Subekti mengartikan perjanjian adalah “suatu 
peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua 
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.23 
Edmon Maqarim menggunakan istilah kontrak online (online 
contract) bagi kontrak elektronik (e-contract) dan mendefinisikan kontrak 
online sebagai “perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan 
secara elektronik dengan memadukan jaringan (network) dari sistem 
informasi berbasiskan komputer (computer based information system) 
dengan sistem (e-contract) yang merupakan perjanjian antara dua pihak 
atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer 
khususnya jaringan internet”.24 
Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa kontrak elektronik (e-
contract) yang selama ini banyak dilakukan, yaitu:25 
1) Kontrak elektronik (e-contract) yang dilakukan melalui komunikasi 
surat elektronik (e-mail). Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan 
penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik atau dikombinasi 
dengan media komunikasi elektronik lainnya. 
2) Kontrak elektronik (e-contract) yang dilakukan melalui website dan 
jasa online lainnya. Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan 
melalui website dan konsumen melakukan penerimaan penawaran 
dengan mengisi formulir yang terdapat dalam website tersebut. 
                                                           
23 Subekti. 2004. Hukum Perjanjian. Intermasa. hlm 1 




Selain kontrak elektronik, apabila merujuk pada UU ITE juga 
dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti 
berikut: 
1) Informasi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik 
(electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah 
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
2) Dokumen Elektronik, adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 
ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 
kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti 
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
3) Tanda Tangan Elektronik, adalah tanda tangan yang terdiri atas 
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan 
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi 
dan autentikasi. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terkait 
dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik diatur 
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dalam Pasal 11 UU ITE dan aturan lebih lanjutnya diatur pada 
Peraturan Pemerintah. Dalam penjelasannya Undang-Undang ini 
mengakui secara tegas bahwa walaupun hanya merupakan suatu 
kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama 
dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki 
kekuatan hukum dan akibat hukum.26 
4) Pembuktian Elektronik, hal ini diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU 
ITE, dimana dinyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik maupun hasil cetakannya sebagai alat bukti hukum yang 
sah selama dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Dengan adanya perjanjian elektronik serta hal lain yang 
berhubungan dengan itu bukan berarti melepaskan tanggung jawab para 
pihak, karena meskipun bentuknya tidak seperti perjanjian-perjanjian yang 
dilakukan secara konvensional, tanggung jawab para pihak masih tetap 
melekat terhadap apa yang deperjanjikan. 
C. Teori-Teori Tanggung Jawab 
Ada dua istilah mengenai pertanggungjawaban dalam kamus hukum, 
yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang 
luas menunjuk hampir semua risiko atau tanggung jawab meliputi semua 
karakter hak dan kewajiban secara aktual maupun potensial seperti 
kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menimbulkan 
kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal 
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yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk 
putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga 
kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. 
Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada 
pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang 
dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk 
pada pertanggungjawaban politik.27 
a) Teori Tanggung Jawab Menurut Para Ahli 
Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut 
Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya, yaitu:28 
1) Teori fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa 
kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang 
karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini 
beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. 
2) Teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa 
kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari 
pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab 
dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang 
timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu 
merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat 
dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab 
yang harus ditanggung. 
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Menurut Shidarta tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan 
sebagai berikut:29 
1) Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability 
atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku 
dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini 
dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru 
dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada 
unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan 
adalah unsur yang bertentangan dengan hukum tidak hanya 
bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan 
kesusilaan dalam masyarakat. 
2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of 
liability principle), prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu 
dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan bahwa 
dia tidak bersalah. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada 
pihak tergugat, dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik 
(omkering van bewijslast). Hal ini dianggap bertentangan dengan 
asas hukum praduga tak bersalah (presumption of innocence), 
namun jika diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen asas 
tersebut cukup relevan. 
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3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab, prinsip ini 
adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip tersebut hanya 
dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. 
Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan, 
misalnya klausul “kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau 
bagasi tangan yang dibawa dan diawasi oleh penumpang 
(konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini 
pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya, pihak yang dibebankan untuk 
membuktikan kesalahan ada pada konsumen. 
4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability), dalam prinsip ini 
kesalahan tidak dianggap sebagai faktor yang menentukan. Dalam 
tanggung jawab mutlak tidak harus ada hubungan antara subyek 
yang bertanggung jawab dengan kesalahannya. Jika konsumen yang 
merasa dirugikan atas produk yang dihasilkan produsen atau pelaku 
usaha, maka itu bisa menjadi dasar untuk menggugat yang 
bersangkutan tanpa harus membuktikan kesalahan produsen atau 
pelaku usaha. 
5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (limitation of liability 
principle) dalam prinsip ini pihak yang bertanggung jawab hanya 
bertanggung jawab terbatas apa yang ada pada klausul perjanjian 
yang dibuat pelaku usaha. Hal ini biasa ditemukan misalnya pada 
klausul jasa pengiriman barang dimana apabila terjadi 
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kerusakan/kehilangan barang pelaku usaha hanya mengganti 
maksimal sebesar lima kali biaya pengiriman. 
Sementara Suwoto Mulyosudarmo membagi pertanggungjawaban 
dalam dua aspek sebagai berikut:30 
1) Aspek internal, yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam 
bentuk laporan pelaku kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan 
dalam suatu instansi. 
2) Aspek eksternal, yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, 
jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau 
dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang 
ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat. 
 
Tanggung jawab (responsibility) merupakan sebuah refleksi tingkah 
laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol 
jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan kemampuan 
intelektualnya atau mentalnya. Jika suatu keputusan telah diambil atau 
ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat 
pilihannya. Keputusan tersebut dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. 
Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang 
benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti 
tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang 
tidak disadari akibatnya. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum 
dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: tanggung jawab dari segi hukum 
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perdata, tanggung jawab dari segi hukum pidana, dan tanggung jawab 
dari segi hukum administrasi negara.31 
1) Tanggung jawab dari segi hukum perdata. 
 Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban hukum 
perdata dalam kamus hukum, yaitu responsibility dan liability : 
a) Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan 
dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas 
undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan 
penggunaan praktis, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada 
pertanggungjawaban politik atau tanggung jawab atas kesalahan 
sendiri. 
b) Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir 
semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang 
bergantung meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara 
aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya 
atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-
undang. Istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, 
yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek 
hukum atau orang lain. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada 
ketentuan Pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek), yang bunyinya 
sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa 
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kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian atau 
kurang hati-hati.” Undang-undang sama sekali tidak memberikan 
batasan tentang perbuatan melawan hukum, yang harus ditafsirkan 
oleh peradilan. Akan tetapi sejak tahun 1919 yurisprudensi tetap 
telah memberikan pengertian yaitu setiap tindakan atau kelalaian 
baik yang: 
1) Melanggar hak orang lain. 
2) Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri. 
3) Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat 
yang baik). 
4) Tidak sesuai dengan kepatuhan dan kecermatan sebagai 
persyaratan tentang diri dan benda orang seorang dalam 
pergaulan hidup. 
Pada Pasal 1366 KUH Perdata pelaku usaha atau penyelenggara 
sistem elektronik selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan 
melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar 
lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini 
diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut: “Setiap 
orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan 
karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena 
kelalaian atau kurang hati hatinya”. 
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Penjelasan pada Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan setiap 
orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan 
karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena 
kelalaian atau kurang hati-hatinya. 
Sedangkan pada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata yang 
menyebutkan sebagai berikut: “Seseorang harus memberikan 
pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dan 
tindakannya sendiri, tapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan 
orang lain yang berada dibawah pengawasannya.” 
Dengan demikian maka pada pokoknya ketentuan Pasal 1367 KUH 
Perdata mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak yang 
menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang 
mengakibatkan kerugian pada pihak lain. 
2) Tanggung Jawab Dari Segi Hukum Pidana 
Tanggung jawab hukum pidana, mengenal adanya unsur 
Kesengajaan (dolus) dan Kelalaian (culpa):32 
a) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran 
kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 
KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). 
b) Kealpaan/Kelalaian (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam 
perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan 
kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. Berikut akan diuraikan 
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mengenai kesalahan yang disebabkan oleh unsur kelalaian dan 
unsur kesengajaan : 
Secara sederhana kealpaan berarti tidak teliti dan tidak berhati-hati, 
teledor. Akan tetapi karena kesalahannya, terjadi kekeliruan yang 
mengakibatkan terjadinya hal yang dilarang tersebut. Disebabkan karena 
unsur kesengajaaan (Dolus), dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kita 
meyaksikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap 
sesamanya dimana tindakan dan/atau perbuatan itu ada yang terjadi 
tanpa disengaja dan ada juga yang dilakukan dengan sengaja. Dari kata-
kata sengaja itu diambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan dilakukan 
dengan mengetahui sejauh mana akibat yang dapat timbul dengan 
dilakukannya perbuatan itu. 
3) Tanggung Jawab Dari Segi Hukum Administrasi. 
Dalam Negara hukum, setiap tindakan jabatan yang dilakukan oleh 
suatu perwakilan atau pejabat harus berdasar pada asas legalitas, artinya 
setiap tindakan jabatan harus berdasarkan pada wewenang yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dan penggunaan 
wewenang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. 
Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa konsep pertanggungjawaban ada 
dua, yakni pertanggungjawaban personal atau pribadi maupun 
pertanggungjawaban institusional atau jabatan. Lebih lanjut dijelaskannya 
bahwa jika seorang pejabat dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya sesuai dengan norma atau peraturan hukum yang 
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berlaku, maka tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara 
jabatan atau pertanggungjawaban institusional, tetapi sebaliknya jika 
seorang pejabat melaksanakan tugas dan kewenangannya melanggar 
norma atau aturan hukum yang berlaku, maka pelaksanaan tindakannya 
tersebut dipertanggungjawabkan secara pribadi atau pertanggung 
jawaban personal.33 Mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem 
elektronik dapat dikenakan pertanggungjawaban baik perdata, pidana, 
maupun administrasi. 
b)    Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik. 
Dunia siber merupakan dunia virtual yang tidak mengenal batas yang 
jelas. Dunia ini terbentuk dari penyatuan teknologi informasi dan 
komunikasi. Dalam dunia siber setiap orang bisa menjadi siapa saja. 
Anonimitas merupakan hak setiap orang dalam berinteraksi, baik 
komunikasi maupun transaksi. Prinsip ini dibangun berdasarkan paham 
bahwa anonimitas merupakan wujud dari kebebasan berekspresi dan 
salah satu cara untuk melindungi diri dari bentuk intervensi dari pihak lain. 
Salah satu tema mendasar dari UU ITE dan PP PSTE adalah 
bagaimana membangun sistem elektronik yang andal, aman, dan 
beroperasi sebagaimana mestinya. Hal ini penting karena dalam UU ITE 
dan PP PSTE, penyelenggara elektronik harus bertanggung jawab 
terhadap beroperasinya sistem elektronik yang diselenggarakannya.34 
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Andal maksudnya sistem elektronik memiliki kemampuan yang 
sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Aman berarti sistem elektronik 
terlindungi secara fisik dan nonfisik. Beroperasi sebagaimana mestinya, 
memiliki makna bahwa sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai 
dengan spesifikasinya.35 
Pertanggungjawaban yang dimaksud bahwa harus ada pihak yang 
bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban baik secara teknis 
maupun hukum, seperti adanya penetapan tentang siapa yang menjadi 
administrator dan bagaimana pengaturan hak akses terhadap data, hal ini 
penting untuk bisa menciptakan perlindungan hukum yang memadai bagi 
konsumen. 
D. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 
Berbicara mengenai perlindungan hukum, berarti kita berbicara 
tentang hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting 
karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang 
mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa 
suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga 
negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan 
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a) Perlindungan Hukum 
Ada beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, di 
antaranya adalah menurut Satjipto Raharjo “Perlindungan Hukum adalah  
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan 
orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. 
Sedangkan menurut CST Kansil “Perlindungan Hukum adalah berbagai 
upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan 
dan berbagai ancaman dari pihak manapun”36. 
Menurut penulis sendiri perlindungan hukum adalah suatu 
perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk 
perangkat baik yang bersifat preemtif, preventif maupun yang bersifat 
represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. 
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum 
sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang memiliki 
konsep bahwa hukum memberikan suatu kepastian, keadilan, serta 
kemanfaatan. 
 
b) Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik 
Pengertian perlindungan konsumen secara yuridis dapat di temukan 
dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang 
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Perlindungan Konsumen/ UUPK),  yaitu “Perlindungan Konsumen adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen”37. Sementara pada angka 2 yang 
dimaksud dengan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.” 
Ada beberapa asas yang tercantum dalam upaya perlindungan 
hukum terhadap konsumen sebagai usaha bersama pihak-pihak yang 
terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah sebagaimana pasal 2 
UUPK, yaitu : 
1) Asas kemanfaatan, 
2) Asas keadilan, 
3) Asas keseimbangan, 
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta 
5) Asas kepastian hukum. 
Asas kemanfaatan mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 
keseluruhan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat 
dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
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konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. 
Asas keseimbangan menghendaki agar kepentingan konsumen, 
produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan 
secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas keamanan dan 
keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 
pemakaian, dan  pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi 
atau digunakan. 
Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha 
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadlian dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 
kepastian hukum.38 Kepastian hukum disebut juga dengan istilah principle 
of legal security dan rechtszekerheid. Kepastian hukum adalah perangkat 
hukum suatu negara yang mampu menjamin hak serta kewajiban setiap 
warga negara. Kepastian hukum (rechtszekerheid) juga bisa diartikan 
dengan jaminan bagi warga masyarakat, bahwa semuanya akan 
diperlakukan sama oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan 
hukum, tidak sewenang-wenang. 
Dalam diberlakukannya UUPK ini tidak berarti mengabaikan hak-hak 
atau kepentingan pelaku usaha, karena dalam Undang-Undang ini selain 
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hak konsumen juga diatur tentang kewajiban konsumen, serta hak dan 
kewajiban pelaku usaha. Hak konsumen dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 4 yang terdiri dari 10 ayat, 
sedangkan kewajibannya diatur dalam Pasal 5 yang terdiri dari 5 ayat. 
Sementara hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 yang terdiri dari 5 ayat, 
dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang ini diatur dalam 
Pasal 7 yang terdiri dari 6 ayat. Dapat disimpulkan bahwa memang UUPK 
menghendaki terjadinya simbiosis mutualisme antara konsumen dan 
pelaku usaha. 
Dalam UU ITE Pasal 1 Ayat (2) yang dimaksud dengan transaksi 
elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik 
lainnya”. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan 
Hukum Siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari 
Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah 
hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.39 
Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai 
tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Dengan demikian subjek 
pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah 
melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce 
antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang 
kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat diatas 
                                                           
39 Ahmad M. Ramli. 2006. Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia. hlm 1. 
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kertas.40 Oleh karena itu kewajiban perlindungan terhadap konsumen 
dalam transaksi elektronik baik dalam bentuk e-payment, card payment, 
maupun mobile payment harus disamakan dengan perlindungan 
konsumen pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam UUPK. 
 
E. Uang Elektronik (E-Money) 
Uang Elektronik (E-Money) pada awalnya lebih dikenal dengan 
sebutan kartu penyimpan dana (Stored Value Card) yaitu sebuah kartu 
yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dengan jumlah yang telah 
didepositkan. Fungsinya hampir sama dengan kartu debit, namun stored 
value card ini tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang 
kartu (anonymous). 
Nilai yang tersimpan dalam stored value card ini yang dinamakan 
uang elektronik atau e-money. Uang elektronik diatur tersendiri dalam 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik 
(Electronic Money). Uang elektronik (e-money) merupakan alat 
pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu : 
a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh 
pemegang kepada penerbit; 
b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti 
server atau chip; 
                                                           
40Ibid. hlm 2. 
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c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (merchant) 
yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; 
d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh 
penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 
Mengenai profil dari uang elektronik, antara lain memuat informasi : 
1. Merek (brand name) yang digunakan; 
2. Spesifikasi teknis yang paling kurang memuat informasi mengenai 
media penyimpan data elektronis dan fitur keamanan (security 
features); 
3. Mekanisme pengelolaan uang elektronik yang memuat informasi 
mengenai penerbitan, pengisian ulang, redeem, dan penagihan oleh 
pedagang (merchant). 
Uang Elektronik (e-money) harus memuat transparansi produk. 
Penerbit harus memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang 
atas uang elektronik yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib 
disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan 
mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca 
oleh pemegang kartu. Informasi tersebut sesuai dengan Surat Edaran 
Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (E-Money) 
memuat hal-hal sebagai berikut: 
a) Informasi bahwa uang Elektronik bukan merupakan simpanan 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan 
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sehingga Nilai Uang Elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS). 
b) Prosedur dan tata cara penggunaan Uang Elektronik, fasilitas yang 
melekat pada Uang Elektronik seperti pengisian ulang, transfer dana, 
tarik tunai dan redeem serta risiko yang mungkin timbul dari 
penggunaan Uang Elektronik. 
c) Hak dan kewajiban Pemegang, meliputi : 
1. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan Pemegang dalam 
penggunaan Uang Elektronik seperti masa berlaku media Uang 
Elektronik, jika ada, dan hak serta kewajiban Pemegang atas 
berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik; 
2. Hak dan kewajiban Pemegang jika terjadi hal-hal yang 
mengakibatkan kerugian bagi Pemegang dan/atau Penerbit, baik 
yang disebabkan oleh kegagalan sistem atau sebab lainnya; dan 
3. Jenis dan besarnya biaya yang digunakan. 
d) Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan 
penggunaan Uang Elektronik dan perkiraan lamanya waktu 
penanganan pengaduan tersebut. 
e) Tata cara dan konsekuensi penggunaan produk termasuk tata cara 
pengembalian seluruh Nilai Uang Elektronik yang tersisa pada Uang 




Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media Uang Elektronik 
antara lain dengan pertimbangan adanya batas usia teknis dari media 
uang elektronik yang digunakan. Dengan berakhirnya masa berlaku media 
uang elektronik, nilai uang elektronik yang masih tersisa dalam media 
tersebut tidak serta merta menjadi hapus. Pemegang memiliki hak tagih 
atas sisa nilai uang elektronik yang terdapat dalam media tersebut 
sepanjang masih terdapat sisa nilai uang elektronik pada media tersebut, 
pemenuhan hak tagih atas sisa nilai uang elektronik tersebut dapat 
dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memindahkan sisa 
nilai uang elektronik tersebut ke dalam media yang baru. Pemenuhan hak 
tagih tersebut dapat dikurangi dengan biaya administrasi yang dikenakan 
oleh Penerbit kepada Pemegang Kartu Uang Elektronik. Sampai saat ini 
sudah ada beberapa perangkat telekomunikasi yang menggunakan uang 
elektronik yang dimasukkan dalam berbagai aplikasi, salah satunya yang 
ada pada perangkat Blackberry yaitu dalam aplikasi Mobile Payment BBM 
Mony yang dikelola oleh Bank Permata Tbk. 
 
F. Aplikasi Mobile Payment “BBM Money” 
a) Pengertian Mobile Payment 
Mobile Payment adalah pembayaran bagi barang atau jasa 
menggunakan perangkat bergerak seperti telepon genggam atau PDA. 
Pembayaran sejenis ini dapat merujuk kepada pembayaran menggunakan 
pulsa telepon genggam maupun pembayaran menggunakan telepon 
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genggam yang dapat berkomunikasi dengan perangkat tujuan dengan 
memanfaatkan teknologi nirkabel seperti Near Field Communication41. 
 
b) BBM Money 
BBM Money adalah satu-satunya aplikasi Mobile Payment di dunia 
yang berbasis BBM (BlackBerry Messenger) yang dapat digunakan untuk 
melakukan transaksi keuangan tanpa harus menjadi nasabah Bank 
manapun. BBM Money adalah cara pembayaran baru, yang pada 
mulanya terfokus di Indonesia, sebagai landasan pengujian, yang 
memungkinkan pengguna mentransfer dana kepada dan dari kontak BBM 
mereka. 
Pada awalnya ide BBM Money ini dikembangkan oleh PT AGIT 
Monitise Indonesia, sebuah joint venture bersama Astra International 
Group, yang kemudian dibeli dan dikeluarkan serta dikelola oleh Bank 
Permata. BBM Money membuat debut komersial awalnya di Indonesia, 
dimana nasabah dapat secara mudah memasukkan uang tunai dari 
rekening bank di Indonesia. Permata Bank akan mengeluarkan akun 
mobile money BBM Money dan memproses transaksi finansial. Layanan 
tersebut diproteksi oleh keamanan standar bank, termasuk passcode, 
enkripsi, monitoring, dan pagu atau limit yang disyaratkan oleh Bank 
Permata di bawah regulasi Bank Indonesia selaku Bank Sentral42. 
Pola hubungan antara Bank Permata sebagai pengelola aplikasi 
mobile payment BBM Money dengan PT Blackberry Indonesia hanya 
                                                           
41http://id.wikipedia.org/wiki/Pulsa_telepon_genggam. 5 September 2014. pukul 13.37 
42http://id.wikipedia.org/wiki/BBM_Money. 10 september pukul 11.57 
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sebatas kerjasama dalam hal strategi marketing, PT Blackberry bertindak 
hanya sebagai penyedia perangkat telekomunikasi atau tempat 
digunakannya aplikasi tersebut. Mengenai pengelolaannya seluruhnya 
dilakukan oleh Bank Permata. 
Dengan BBM Money, pengguna ponsel Blackberry dapat menikmati 
transaksi uang mobile yang mudah, nyaman, dan aman kapanpun dan 
dimanapun. Melalui proses registrasi yang sederhana di dalam aplikasi 
tersebut, pengguna ponsel BlackBerry melalui fitur BlackBerry Messenger 
dapat menciptakan akun BBM Money dengan Permata Bank dan 
kemudian mulai memasukkan uang tunai ke dalam rekening manapun dari 
ATM yang ada di Indonesia. 
Spesifikasi kebutuhan mobile payment BBM Money ini adalah antara 
lain43: 
1. BBM Money dapat digunakan pada seluruh jenis ponsel BlackBerry, 
kecuali semua jenis BlackBerryCDMA, BlackBerry® TorchTM 9860, 
BlackBerry® PearlTM 9100, dan BlackBerry® StyleTM 8670. 
2. BBM Money hanya bisa bekerja untuk BlackBerry yang 
menggunakan OS 5, 6, & 7 
3. BlackBerry Messenger versi 6 ke atas 
4. BBM Money hanya dapat diakses menggunakan jaringan GPRS/3G, 
tidak dapat dilakukan melalui WIFI. 
5. Untuk melakukan download diperlukan BlackBerry ID. 
                                                           
43 Ibid. 
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6. Semua transaksi melalui BBM Money hanya dapat menggunakan 
mata uang rupiah. 
 
Untuk menggunakan aplikasi ini pengguna harus melalui beberapa tahap 
sebagai berikut44: 
1. Download aplikasi BBM Money Basic di BlackBerry World, lalu 
masukkan BlackBerry ID password dan tekan sign in. 
2. Cari dan pilih BBM Money, lalu tekan Download, dan tunggu proses 
download. 
3. Setelah proses download selesai, tekan Run untuk melanjutkan. 
4. Selanjutnya tekan Connect untuk terhubung ke kontak BBM anda, 
bila proses penghubungan ke kontak BBM selesai, tekan Ok untuk 
registrasi BBM Money. 
5. Klik ikon BBM Money di BlackBerry Anda, masukkan nomor ponsel, 
lalu tekan Terms and Condition, kemudian tekan Accept untuk 
melanjutkan. 
6. Setelah itu, ada tampilan syarat dan ketentuan di smartphone Anda. 
Tampilan kode aktivasi akan dikirim melalui SMS. 
7. Isi nama lengkap sesuai kartu identitas. setelah itu tekan continue 
untuk melanjutkan. Kemudian, anda diharuskan membuat enam digit 
passcode, tekan continue untuk melanjutkan. 
                                                           
44 Ibid. 
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8. Pilih pertanyaan keamanan pertama, lalu tekan continue untuk 
melanjutkan. Setelah itu pilih pertanyaan kedua, tekan continue 
untuk melanjutkan. 
9. Registrasi selesai, tekan continue untuk masuk ke aplikasi BBM 
Money. 
c) Para Pihak Dalam Aplikasi BBM Money 
Ada beberapa pihak yang memiliki hubungan hukum dalam 
penggunaan produk aplikasi Mobile Payment BBM Money, di antaranya 
adalah: 
1. Bank, dalam hal ini PT. Bank Permata Tbk. 
2. Pengguna, dalam hal ini user mobile payment BBM Money. 
3. Merchant, dalam hal ini toko-toko online yang sudah terhubung 
dengan aplikasi antara lain: Belanja Online, Toko Bagus, Gudang 
Voucher, dan sebagainya. 
PT Blackberry Indonesia (yang dulunya PT Research In Motion 
Indonesia) bukan merupakan pihak dalam pengelolaan aplikasi BBM 
Money, karena PT Blackberry Indonesia hanya sebagai penyedia 
perangkat telekomunikasi meskipun aplikasi yang digunakan terdapat 
dalam produknya, PT Blackberry tidak ikut dalam pengelolaan aplikasi, 
bentuk keterlibatannya hanya sebatas kerjasama dalam strategi marketing 
itupun hanya berhubungan dengan Bank, bukan dengan pengguna 
apalagi merchant. 
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Bank Permata merupakan salah satu bank swasta nasional di 
Indonesia. Tahun 2004 Standard Chartered Bank dan PT Astra 
Internasional Tbk mengambil alih Bank Permata dan memulai transformasi 
besar-besaran di dalam organisasi. Bank Permata memiliki visi menjadi 
pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif.45 . 
Bank Permata resmi meluncurkan aplikasi mobile payment BBM 
Money pada tanggal 26 februari 2013 di Jakarta. Dibuatnya aplikasi BBM 
Money didasarkan atas jumlah pengguna BBM yang besar di Indonesia. 
Selain nasabah Bank Permata, aplikasi BBM Money juga bisa digunakan 
oleh bukan nasabah maupun nasabah bank lain yang ada di Indonesia, 
selama mereka memiliki perangkat Blackberry dan memiliki akun BBM 
Money. Setiap bank diberikan kode untuk mempermudah proses 
transaksi, Permata Bank sendiri dikenali dengan kode 013 di aplikasi BBM 
Money. 
Hubungan antara Bank, Pengguna dan Pedagang (Merchant) 
merupakan hubungan terpenting dalam transaksi melalui uang elektronik 
melalui BBM Money. Nilai elektronik dapat diperoleh dengan menukarkan 
sejumlah uang tunai atau melalui pendebetan rekening pada bank 
penerbit untuk kemudian disimpan dalam bentuk aplikasi e-money. 
Pemindahan nilai elektronik terjadi apabila ada transaksi pembayaran 
yang dilakukan pada pedagang (merchant) melalui suatu mesin khusus 
                                                           
45http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Permata . 10 september 2014 pukul 18.00 
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untuk kartu (card reader). Hubungan para pihak dalam penggunaan kartu 
uang elektronik (e-money) dapat ditunjukkan sebagai berikut: 
 
Bank Penerbit BBM 
Money   
(5) Transfer (2) Transfer 
antar rekening antar rekening 
Rekening Rekening Rekening 
Merchant Penampungan Nasabah atau 
 Bank Penerbit Pengguna 




nilai elektronik menerbitkan Pembelian 
 E-Money Nilai 
  Elektronik 




Aplikasi E-Money   
(3) Barang/jasa  
  
Bagan 1: Mekanisme Bank, Pengguna, dan Merchant dalam Transaksi (e-




Penjelasan Bagan 1 : 
1. Pengguna akan melakukan pembelian aplikasi e-money dengan 
sejumlah nilai yang diinginkan dengan menginstruksikan bank 
penerbit untuk mendebit rekeningnya atas pembelian nilai elektronik 
pada e-money tersebut. 
2. Atas dasar instruksi tersebut, bank penerbit kemudian mendebit 
rekening pengguna dan mengkredit atau memindahkan ke rekening 
penampungan dan bersamaan dengan itu memasukkannya menjadi 
nilai elektronik ke dalam aplikasi e-money untuk diserahkan dan 
digunakan oleh pengguna. 
3. Pengguna kemudian melakukan transaksi pembayaran dengan 
pedagang (merchant) dengan menggunakan aplikasi e-money 
miliknya. Atas transaksi tersebut, nilai elektronik pada kartu akan 
berpindah ke pedagang melalui peralatan card reader bersamaan 
dengan bertukarnya barang atau jasa dari pedagang ke pengguna. 
4. Nilai uang elektronik yang ada pada pedagang akan berpindah ke 
rekening pedagang yang ada pada bank penerbit. 
5. Nilai uang elektronik pengguna yang tersimpan pada rekening 
penampungan bank penerbit akan berpindah melalui proses transfer 
ke rekening pedagang (merchant). 
 
Pengembangan uang elektronik (e-money) tergantung pada insentif 
yang akan diperoleh berbagai pihak yang terkait seperti Bank, Pengguna 
aplikasi, maupun Pedagang (Merchant). Bagi Bank potensi keuntungan 
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yang dapat diperoleh dalam menerbitkan e-money antara lain pendapatan 
atas fee yang dikenakan kepada pemegang kartu dan pedagang; 
pendapatan atas investasi yang diperoleh dari dana yang terhimpun; dan 
efisiensi atas berkurangnya biaya pengelolaan kas dalam hal penerbit e-
money. Bagi pengguna aplikasi e-money mereka akan semakin mudah 
melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank atau toko 
secara langsung. Sedangkan bagi merchant akan membantu perluasan 
dan percepatan penjualan dari produk-produknya. 
Uang elektronik dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat 
pembayaran lebih dikenal dengan sebutan sebagai stored value/prepaid 
cash card (kartu prabayar) dibedakan dengan alat pembayaran 
menggunakan kartu (krartu kredit, kartu ATM dan/atau kartu debit) karena 
metode penggunaannya yang berbeda dengan kartu kredit dan kartu 
ATM/Debit. Uang elektronik merupakan suatu kegiatan prabayar antara 
pemegang kartu dan penerbit, dimana pemegang kartu mendepositkan 
terlebih dahulu sejumlah dana kepada server penerbit sebelum 









  Metode Penelitian 
A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang diajukan, penulis akan mengadakan 
penelitian di PT Bank Permata Tbk. yang beralamat di Jakarta, serta 
beberapa orang pengguna aplikasi BBM Money yang berada di Makassar 
dan Jakarta. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena 
sumber data yang berkaitan dengan judul penulis dapat diperoleh dari 
bank serta pengguna tersebut. 
B. Populasi dan Sampel 
1) Populasi 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah lima orang 
pejabat dari PT Bank Permata Tbk. yang membidangi bidang aplikasi 
mobile payment BBM Money dan kurang lebih dua ratus orang active user 
atau pengguna aktif (jumlahnya tidak tentu) dari aplikasi BBM Money yang 
ada di Makassar dan Jakarta. 
2) Sampel 
Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
sampling purposing, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga 
memenuhi keinginan dan kepentingan penulis. Sampel yang diambil 
adalah dua orang dari pejabat PT Bank Permata Tbk. serta pengguna 
yang berjumlah sembilan orang dari pengguna yang aktif (active user). 
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Alasan penentuan sampel yang hanya berjumlah sembilan orang karena 
jumlah populasi yang tidak menentu dan selalu berubah, selain itu 
kebanyakan pengguna tidak bersedia untuk diwawancarai. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk 
menunjang hasil penelitian adalah: 
1) Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang 
dilakukan langsung dengan informan yang dapat mewakili beberapa 
sumber data dalam hal ini pejabat dari PT Bank Permata Tbk. yang 
membidangi bidang aplikasi mobile payment BBM Money di Jakarta, 
serta beberapa orang pengguna aplikasi BBM Money. 
2) Data sekunder yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 
memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah: 
1) Field Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan 
untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer 
dikumpulkan penulis melalui wawancara langsung dengan pihak 
terkait yang sudah disebutkan diatas. Data sekunder diperoleh 
melalui dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak terkait. 
2) Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan 
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melalui membaca dan menalaah buku, artikel, jurnal, tulisan-tulisan 
dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Serta mengakses situs-situs dan website yang menyediakan 
informasi yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. 
E. Analisis Data 
Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif 
selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan  permasalahan serta penyelesaiannya 
yang berhubungan dengan pembahasan penulis. Hal ini dimaksudkan 
untuk untuk memperoleh jawaban secara terarah berkaitan dengan 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Mobile Payment 
BBM Money 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen atau biasa disingkat UUPK telah diatur tentang perlindungan 
terhadap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang merupakan 
hak konsumen. Bahkan telah ditetapkan ketentuan pidana bagi pelaku 
usaha yang melanggar, tidak hanya itu UUPK juga mengatur tuntutan hak 
keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ganti kerugian 
melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan di 
tempat kedudukan konsumen. Hal tersebut salah satunya bertujuan untuk 
memberi dan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai 
pentingnya perlindungan terhadap konsumen sehingga diharapkan pelaku 
usaha dapat jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan 
usahanya. 
Seiring perkembangan kebutuhan konsumen, pelanggaran oleh 
pelaku usaha tidak hanya terjadi pada kebutuhan-kebutuhan primer 
konsumen seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. 
Pelanggaran juga terjadi pada komoditas-komoditas kebutuhan konsumen 
yang lainnya seperti parkir, transportasi, perbankan, telekomunikasi, dan 
masih banyak lagi. Berikut adalah tabel pengaduan konsumen kepada 
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KOMODITAS JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEP OKT NOP DESTOTAL %
Telekomunikasi 2 8 5 8 11 23 21 19 1 13 6 4 121 12.68
Makanan/Minuman 2 1 3 0 0 5 2 1 0 4 3 3 24 2.52
Undian 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0.42
Iklan 0 0 0 0 3 4 2 1 1 0 0 0 11 1.15
Elektronik 1 11 1 2 1 11 9 2 0 7 4 4 53 5.56
Trik Dagang 0 2 2 0 3 0 2 0 0 2 0 0 11 1.15
Multilevel Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Otomotif 0 3 2 5 5 5 3 3 0 4 1 5 36 3.77
Wisata 2 0 3 2 0 1 1 0 0 1 0 0 10 1.05
Alat Rumah Tangga 0 2 4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12 1.26
Obat/Kosmetik/Jamu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.21
Supermarket/Ritel 0 1 1 0 0 4 0 2 1 3 2 0 14 1.47
PDAM 3 3 1 4 3 1 3 2 2 0 4 4 30 3.14
Listrik 1 1 7 0 7 6 15 6 1 7 3 4 58 6.08
Transportasi 5 7 4 6 0 4 4 9 5 12 4 2 62 6.5
TV Kabel 1 9 1 1 0 0 4 3 0 3 4 5 31 3.25
Jalan Tol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
BBM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1
Parkir 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0.52
Leasing 2 4 4 1 2 3 3 4 5 5 7 1 41 4.3
Pos 1 2 1 0 1 4 3 1 3 3 3 0 22 2.31
Perbankan 9 13 14 17 14 26 23 19 8 22 18 9 192 20.13
Perumahan 13 9 4 9 11 13 11 12 8 10 15 6 121 12.68
Pendidikan 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 0.63
Asuransi 4 8 5 3 4 5 4 2 2 7 7 2 53 5.56
Layanan Medik 0 1 1 2 4 2 0 3 2 1 1 1 18 1.89
Belanja Online 0 0 0 0 3 2 3 4 0 1 0 0 13 1.36
Haji 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0.31
TOTAL 47 89 65 62 73 123 117 95 40 107 83 53 954 100
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 2013 yang 
penulis peroleh langsung dari yayasan tersebut. 
Tabel 1 : Pengaduan Konsumen YLKI Januari-Desember 2013 
Sumber : Data Sekunder dari YLKI, 15 Desember 2014. 
Dari tabel 1 di atas menunjukkan sejumlah komoditas yang menjadi 
pengaduan konsumen beserta jumlah totalnya ke Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia (YLKI) terhitung sejak Januari-Desember tahun 
2013. Dari data tersebut apabila diurutkan berdasarkan kuantitas 
pengaduan tertinggi maka akan seperti berikut : 
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Tabel 2 : 10 Komoditas Tertinggi Pengaduan YLKI 
NO KOMODITAS JUMLAH  % 
1 Perbankan 192 20.2 
2 Telekomunikasi 121 12.7 
3 Perumahan 121 12.7 
4 Transportasi 62 6.5 
5 Listrik 58 6.2 
6 Elektronik 53 5.6 
7 Asuransi 53 5.6 
8 Leasing 41 4.3 
9 Otomotif 36 3.8 
10 TV Kabel 31 3.3 
11 Lain-Lain 186 19.1 
  TOTAL PENGADUAN 954 100 
Sumber : Data Sekunder dari YLKI, 15 Desember 2014 
Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 
komoditas perbankan berada pada posisi dengan jumlah pengaduan 
terbanyak oleh konsumen dengan jumlah 192 pengaduan kemudian 
disusul oleh telekomunikasi dengan 121 pengaduan, dan diurutan keenam 
komoditas elektronik dengan 53 pengaduan. Ketiga bidang tersebut 
merupakan komoditas yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu 
aplikasi BBM Money merupakan produk perbankan jenis mobile payment 
(komoditas perbankan) yang terdapat dalam alat elektronik berupa 
smarthphone Blackberry (komoditas elektronik) yang berfungsi sebagai 
alat telekomunikasi dan dilengkapi jaringan internet (komoditas 
telekomunikasi). 
Saat ini, permasalahan konsumen di bidang telekomunikasi 
elektronik berbasis perbankan memang sangat pesat pertumbuhannya, 
hal ini merupakan konsekuensi dari semakin berkembangnya teknologi 
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informasi berbasis internet dimana menuntut para pelaku-pelaku usaha di 
bidang perbankan untuk lebih kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi 
produknya akan tetapi tidak diimbangi dengan perbaikan sistem 
pengelolaannya (management system) maupun sistem keamanannya 
(security system) sehingga konsumen yang menjadi korban dari inovasi 
tersebut. 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dilihat dari objek 
pengaturannya maka pembentukan pengaturan uang elektronik sebagai 
alat pembayaran harus sesuai dengan tata urutan peraturan dan 
pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan-peraturan 
yang berkaitan dengan pembentukan pengaturan uang elektronik dalam 
bentuk aplikasi seperti BBM Money adalah Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan 
Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan 
Transaki Elektronik; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen; Bank Indonesia juga selaku Bank Sentral 
kemudian mengeluarkan aturan sesuai dengan kewenangannya dalam 
bentuk Peraturan Bank Indonesia antara lain mengenai Uang Elektronik 
yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI Tahun 2009 tentang 
Uang Elektronik (Electronic Money); Peraturan Bank Indonesia No 
3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 
Costumer Principles). 
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Beberapa regulasi di bidang hukum informasi telah dilakukan untuk 
mengantisipasi semakin meluasnya dampak kerugian terhadap konsumen 
akibat kurang memadainya sistem elektronik produk elektronik perbankan, 
seperti dalam Pasal 15 UU ITE yang mana mewajibkan kepada 
penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem 
elektroniknya secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap 
beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. 
Salah satu bentuk produk elektronik perbankan adalah electronic 
money (e-money) yang terdiri dari card base seperti atm, kartu kredit dan 
server base seperti aplikasi, rekening, dan sebagainya.46 Mobile payment 
BBM Money adalah produk e-money dalam bentuk server base yang juga 
merupakan objek penelitian penulis yang dikelola oleh PT Permata Bank 
Tbk.  
BBM Money merupakan aplikasi pertama dan satu-satunya yang 
menggabungkan antara social and payment yang bisa digunakan untuk 
transfer dana semudah chating melalui BBM, isi pulsa, membayar tagihan, 
tarik tunai tanpa kartu, belanja online, bahkan transfer dana antar bank. 
Berikut adalah tabel keluhan pengguna terhadap aplikasi mobile payment 
BBM Money yang penulis peroleh dari mewawancarai sembilan orang 
pengguna aktif (active user) dari 200 orang pengguna yang terdaftar 
(register user) pernah mengunduh aplikasi BBM Money di Jakarta dan 
Makassar: 
                                                           
46 Hasil wawancara dengan Pak Fahmi dari Bank Permata. 19 desember 2014 pukul 10.00 
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 Tabel 3 : Keluhan Pengguna Aplikasi Mobile Payment BBM Money 
NO 
NAMA 
PENGGUNA JENIS HANDSET KELUHAN 
1 Farhan Salim 
BlackberryCurve 
9220 Sulit mencetak bukti transaksi  
2 Abdu Attamimi 
Blackberry Bold 















9800 Digunakan orang lain  
6 Sheidar 
Blackberry Onyx 2 
9780 Gangguan koneksi 
7 Reza 
Blackberry Bellagio 
9790 Digunakan orang lain  
8 Budi 
Blackberry Dakota 
9900 Gangguan koneksi  
9 Rifyal 
Blackberry Onyx 2 
9780 Gangguan koneksi 
Sumber : Data Primer dari wawancara Pengguna Desember 2014 
Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan dari pengguna nomor 
urut 1 sampai nomor urut 9, sebagai berikut: 
1. Bahwa dalam hal “sulit mencetak bukti transaksi”, pengguna 
menjelaskan bahwa dalam aplikasi BBM Money tidak menyediakan 
fasilitas print out, sehingga pengguna tidak bisa membuktikan telah 
melakukan transfer sejumlah uang kepada si A (tidak disebutkan 
namanya), konsekuensinya pengguna harus memberikan uang tunai 
sebagai gantinya. 
2. Bahwa dalam hal “terkena biaya tambahan” pengguna menjelaskan 
pada saat membeli suatu produk di salah satu online merchant 
dengan harga 150.000 rupiah saldonya berkurang sejumlah 165.000 
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rupiah (selisih 15.000 rupiah), dan tanpa ada notifikasi atau 
pemberitahuan terlebih dahulu. 
3. Dalam hal “tidak ada notifikasi setelah melakukan transaksi” 
pengguna menjelaskan pada saat seorang temannya memberikan 
uang tunai sebesar 50.000 untuk dibelikan pulsa melalui fasilitas top 
up dalam aplikasi BBM Money pengguna tidak menerima notifikasi 
bahwa transaksinya telah berhasil diproses, sehingga pengguna 
mengulang proses transaksinya, dan akhirnya jumlah pulsa yang 
dibeli menjadi 100.000 rupiah (kerugian pengguna 50.000 rupiah). 
4. Dalam hal “gangguan koneksi” pengguna menjelaskan pada saat 
ingin membayar tagihan listrik melalui BBM Money ternyata proses 
yang dilakukan tidak berhasil karena jaringan terputus, dan hal 
tersebut baru diketahui pengguna setelah melakukan pembayaran 
listrik berikutnya dimana dia dikenakan denda karena menunggak 
akibat transaksi pembayaran listrik bulan sebelumnya tidak berhasil. 
5. Dalam hal “dananya berkurang, dicurigai digunakan orang lain” 
pengguna menjelaskan bahwa  pada saat pengguna melakukan 
pengecekan saldo, dananya berkurang sebanyak 200.000 rupiah 
dan tidak diketahui sebabnya. 
6. Dalam hal “gangguan koneksi” pengguna menjelaskan bahwa saat 
membeli pulsa dengan fasilitas top up pengguna melakukan dua kali 
transaksi karena pengguna mengira transaksi belum berhasil saat 
koneksi terputus. 
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7. Dalam hal “digunakan orang lain” pengguna menjelaskan 
handsetnya tertinggal di kantor pada saat lembur, besoknya pada 
saat tiba di kantor pengguna tidak bisa lagi mengakses aplikasi BBM 
Money miliknya karena passcode yang dimasukkan salah, setelah 
dilakukan pemulihan akun, dana pada akun pengguna tersisa 10.000 
rupiah dari dana semula 863.000 rupiah (kehilangan 853.000 rupiah) 
karena di hack oleh orang lain. 
8. Dalam hal “gangguan koneksi” pengguna menjelaskan bahwa pada 
saat melakukan transfer antar bank koneksi data seluler terputus 
sehingga pengguna mengulang transaksi yang sama, ternyata kedua 
transaksi diproses oleh bank dan merugikan pengguna. 
9. Dalam hal “gangguan koneksi” pengguna menjelaskan bahwa 
pengguna saat melakukan pengiriman uang melalui kontak BBM 
koneksi melambat dan pengiriman uang mengalami keterlambatan 
sehingga pengguna dituntut wanprestasi dalam hal terlambat 
memenuhi kewajibannya. 
Dari keluhan-keluhan tersebut terlihat gangguan koneksi dan 
digunakan orang lain dengan frekuensi tertinggi, masing-masing empat 
dan dua pengaduan. Bank Permata mengklaim telah memberikan 
perlindungan yang memadai yaitu dengan telah menciptakan serangkain 
sistem pendaftaran, pengelolaan, dan pemulihan dengan syarat verifikasi 
apabila terjadi permasalahan-permasalahan. Selain itu mereka juga sudah 
memiliki tim khusus berbagai divisi, seperti divisi informasi produk, divisi 
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yang menangani persoalan gangguan teknis aplikasi, dan divisi yang 
berhubungan dengan operator-operator seluler serta divisi lainnya. 
Dalam hal pendaftaran, bank telah memberikan perlindungan 
dengan mengajukan formulir elektronik untuk diisi sebelum menggunakan 
aplikasi, diantaranya nama, nomor ponsel, passcode, dan sequrity 
question atau pertanyaan keamanan. Sedangkan untuk pengelolaan bank 
memberikan perlindungan dengan mewajibkan memasukkan passcode 
setiap kali ingin menggunakan aplikasi, bank juga telah melakukan 
kerjasama dengan beberapa bank lain, online shop, operator seluler, dan 
merchant lain yang sudah terkoneksi dengan fitur-fitur aplikasi bbm 
money. Yang terakhir mengenai pemulihan, bank memberikan 
kesempatan bagi pengguna yang lupa passcode ataupun mengalami 
kerusakan dan/atau kehilangan handset dan/atau aplikasi untuk 
melakukan pemulihan atau pengembalian akun bbm money dengan 
syarat tertentu sebagai verifikasi dan autentikasi. 
Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah dan kelemahan dalam 
perlindungan terhadap konsumen dari penggunaan aplikasi ini, penulis 
membaginya dalam dua bentuk yaitu berdasarkan sistem pengelolaannya 
dan sistem keamanannya. Dari sistem pengelolaannya bank tidak akan 
mengganti kerugian nasabah akibat gangguan koneksi data seluler, 
karena menurut bank hal itu merupakan risiko dari pengguna, padahal 
bank dalam menjalankan sistem aplikasi tersebut sudah bekerja sama 
dengan operator-operator seluler di Indonesia. Selain itu aplikasi BBM 
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Money tidak menyediakan fasilitas print-out riwayat transaksi dalam 
aplikasi sehingga konsumen akan sulit membuktikan transaksi yang 
dilakukan apabila perangkat atau aplikasi mengalami kerusakan. 
Aplikasi BBM Money juga tidak menerapkan prinsip mengenal 
nasabah (know your costumer principles) sebagaimana ketentuan dalam 
Peraturaan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan 
Prinsip Mengenal Nasabah, sehingga apabila disalahgunakan oleh pihak 
lain maka bank akan sulit melindungi pengguna dengan mengantisipasi 
penyalahgunaan tersebut. Selain itu aplikasi bbm money tidak 
menggunakan sertifikat keandalan yang disertifikasi oleh Lembaga 
Sertifikasi Keandalan sebagaimana kewajiban Pasal 41 Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik (PP PSTE). 
Dalam pengelolaannya aplikasi mobile payment BBM Money juga 
tidak menerapkan prinsip konfirmasi (confirmation principle) seperti yang 
diterapkan pada e-money dengan bentuk card base. Bank hanya 
menerapkan prinsip itu pada akun priority card base, bank akan 
memberikan notifikasi atau mengkonfirmasi apabila terjadi transaksi dalam 
jumlah besar dan diluar kebiasaan transaksi konsumen, hal itu kami tidak 
terapkan pada bentuk server base seperti bbm money.47 Dalam hal ini 
bank telah melakukan diskriminasi kepada konsumen dan melanggar 
                                                           
47Hasil wawancara dengan Pak Fahmi dari Bank Permata 19 desember 2014 pukul 10.00. 
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ketentuan Pasal 4 huruf (g) UUPK yaitu “hak untuk diperlakukan atau 
dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. 
Dari sistem keamanan aplikasi Mobile Payment BBM Money memiliki 
three identifier yaitu pin, blackberry id, dan nomor ponsel dan apabila 
pengguna ingin menggunakan apllikasi tersebut pengguna harus 
memasukkan passcode yang terdiri dari 6 digit, dan apabila tiga kali salah 
memasukkan passcode akan dialihkan ke sequrity question atau 
pertanyaan keamanan dengan tiga kali kesempatan salah baru kemudian 
akan di suspend, setelah dilakukan suspend pengguna dapat melakukan 
unsuspend dengan cara menjawab enam pertanyaan verifikasi, yang 
terdiri dari tiga pertanyaan verifikasi statis yaitu: jenis handset, nama 
pengguna, dan blackberry id, serta tiga pertanyaan verifikasi dinamis 
yaitu: jenis transaksi, nominal transaksi, dan nomor ponsel. Akan tetapi 
pengguna hanya cukup menjawab tiga pertanyaan saja yaitu dua dari tiga 
pertanyaan untuk verifikasi statis dan satu dari tiga pertanyaan verifikasi 
dinamis. Sistem verifikasi tidak dibuat terlalu rumit dengan alasan untuk 
kenyamanan pengguna.48 Langkah proteksi yang diberikan cukup mudah 
sehingga bisa memberikan kesempatan pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab atau di dunia maya lebih dikenal dengan sebutan 
hacker untuk mengakses aplikasi, karena cukup dengan menjawab jenis 
handset, nama, dan jenis transaksi maka aplikasi tersebut dapat kembali 
                                                           
48Hasil wawancara dengan Pak Fahmi dari Bank Permata. 19 desember 2014 pukul 10.00. 
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digunakan dan mengakses semua dana dan informasi di dalamnya. 
Sistem proteksi tersebut tidak maksimal dalam melindungi konsumen. 
Menurut Kordinator Bidang Pengaduan Hukum Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia (YLKI), Ibu Sularsi, bahwa serangkaian proteksi dan 
verifikasi yang dibuat bank hanya berlaku dalam lingkup perbankan, 
setelah keluar keamanannya tidak ada lagi misalnya seperti pembelanjaan 
online merchant.49 Mengingat aplikasi tersebut memang menyediakan fitur 
lain seperti belanja di beberapa online shop maka penulis sependapat 
dengan pendapat tersebut. 
 
B. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap 
Penggunaan Aplikasi Mobile Payment “BBM Money” 
Hubungan hukum (Rechtsbetrekkingen) ialah hubungan antara dua 
atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban 
pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang 
lain. Jadi setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi, yaitu segi 
kewenangan atau hak dan segi kewajiban. Dengan demikian hukum 
sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan 
suatu hak kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut 
sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut. 
Pada akhirnya terlaksananya hak dan kewajiban itu dijamin oleh 
hukum. Setiap hubungan hukum terdapat pihak yang berhak meminta 
                                                           
49Hasil wawanvara dengan Ibu Sularsi dari YLKI. 15 desember 2014 pukul 14.45. 
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prestasi dan pihak yang wajib melakukan prestasi. Setiap hubungan 
hukum mempunyai 2 segi, yaitu kewenangan atau hak dan kewajiban. 
Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari satu peristiwa hukum. 
Unsur-unsur hubungan hukum setidaknya ada 3 hal, yaitu adanya 
para pihak, obyek, dan hubungan antara pemilik hak dan pengemban 
kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan. 
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum 
akan ada ketika adanya dasar hukum yang melandasi setiap hubungan 
dan timbulnya peristiwa hukum. 
Hubungan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan uang 
elektronik terjadi antara penyelenggara sistem pembayaran elektronik dan 
pengguna aplikasi. Pedagang atau merchant tidak termasuk dalam 
penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik karena merchant juga 
termasuk sebagai pengguna dari sistem elektronik itu sendiri dan tidak 
terlibat pada penyelenggaraan sistem elektronik secara teknis. 
Dilihat dari transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan 
aplikasi uang elektronik (electronic money) sebagai suatu produk, maka 
pedagang (merchant) bukan termasuk sebagai penyelenggara dari sistem 
elektronik itu sendiri. Masyarakat umumnya hanya melihat pedagang yang 
menjual produknya secara elektronik termasuk ke dalam penyelenggara 
sistem elektronik tersebut, padahal pedagang juga merupakan konsumen 
dari sistem elektronik yang digunakan untuk menawarkan barang kepada 
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konsumen. Maka dapat dikatakan pedagang (merchant) dan pemegang 
kartu merupakan konsumen dari penyelenggaraan sistem transaksi 
elektronik yang telah diselenggarakan oleh suatu pihak tertentu. 
Dalam prakteknya kedudukan merchant dan pengguna aplikasi e-
money tidaklah sama atau seimbang. Pengguna aplikasi e-money selaku 
konsumen pada transaksi elektronik mempunyai kedudukan yang lebih 
rentan karena pertukaran informasi yang terjadi pada transaksi elektronik 
melibatkan data dari pengguna yang sifatnya personal atau vital. Maka 
dari itu perlindungan yang diberikan kepada pengguna aplikasi e-money 
selaku konsumen selain dari sistem elektronik itu sendiri juga harus 
dijamin dari perlindungan secara hukum. 
Dalam UUPK disebutkan mengenai hak dan kewajiban dari pelaku 
usaha. Pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan 
dihormati oleh konsumen, pemerintah, serta masyarakat pada umumnya, 
karena pengusaha tanpa dilindungi hak-haknya akan mengakibatkan 
macetnya aktivitas perusahaan. Hak-hak pelaku usaha dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 adalah meliputi : 
a. Hak untuk menerima pembayaran uang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang 
diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik; 
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c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa 
yang diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Untuk memenuhi hak dari konsumen maka para pelaku usaha dalam 
hal ini sebagai penyelenggara kegiatan sistem pembayaran elektronik 
dibebankan juga kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi : 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang atau jasa serta member penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan barang dan jasa; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau 
jasa yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 
garansi atas barang atau jasa yang dibuat dan diperdagangkan; 
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f. Member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa 
yang diperdagangkan; 
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
 
Dalam melaksanakan kegiatannya sesuai Pasal 3 PBI tentang Uang 
Elektronik, Bank memiliki kewajiban: 
a. Menetapkan prosedur dan persyaratan yang objektif dan transparan; 
b. Melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem 
dan/atau jaringan. 
Dalam rangka peningkatan keamanan teknologi, penyelenggara kegiatan 
uang elektronik dalam Pasal 24 memiliki kewajiban, yaitu : 
a. Menggunakan sistem yang aman dan andal; 
b. Memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi uang elektronik; 
c. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (standard operating 
procedure) penyelenggaraan kegiatan uang elektronik; 
d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data. 
 
 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tanggung jawab 
terhadap pengelolaan dan keamanan aplikasi hanya dibebankan kepada 
Bank Permata, PT Blackberry Indonesia hanya sebagai penyedia sarana 
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telekomunikasi dalam bentuk smartphone untuk penggunaan aplikasi 
BBM Money, dengan kata lain yang bertindak sebagai penyelenggara 
sistem elektronik hanya PT Bank Permata Tbk. Bentuk kerjasama Bank 
Permata dan PT Blackberry hanya sebatas strategi marketing perangkat 
atau handset Blackberry secara keseluruhan, bukan kerjasama dalam hal 
fitur-fitur di dalam perangkat. Sehingga bentuk pengaduan seluruhnya 
ditujukan kepada bank. Padahal tidak seluruhnya persoalan pengaduan 
dapat diatasi oleh bank, seperti persoalan gangguan teknis aplikasi. Akan 
tetapi Bank Permata mengklaim bisa mengatasi semua keluhan 
konsumen dengan sudah dibentuknya divisi complain and handling. 
 Konsumen perbankan berbasis internet selaku pengguna akhir 
barang dan/atau jasa tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang No 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi juga dengan 
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik serta peraturan pelaksananya. 
 Kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk 
“tangung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu 
berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap 
sendiri atau pihak lain.50 Dari pertanggungjawaban tersebut konsumen 
bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku usaha. 
 Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami 
oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa 
                                                           
50 Hasan Alwi. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta. hlm 1139. 
72 
kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa 
ketentuan, secara garis besar ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti 
kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian 
berdasarkan perbuatan melawan hukum.51 
 Orang biasanya sering mencampuradukkan antara gugatan 
wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Seringkali, orang 
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun dari dalil-dalil 
yang digunakan sebenarnya lebih tepat untuk gugatan wanprestasi. 
Secara sederhana persamaan wanprestasi dan perbuatan melawan 
hukum yaitu sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Sementara 
perbedaannya, seseorang dikatakan wanprestasi apabila melanggar suatu 
perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain, atau dengan kata lain 
tidak ada wanprestasi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. 
Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum 
apabila perbuatannya bertentangan dengan undang-undang atau 
kesusilaan. 
 Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal transaksi menurut hukum 
perlindungan konsumen ada tiga macam, yaitu : 
1) Tanggung jawab atas informasi, meliputi tanggung jawab informasi 
atas iklan di internet, tanggung jawab atas informasi kontrak 
elektronik, dan juga informasi atas upaya penyelesaian sengketa 
konsumen secara patut. 
                                                           
51 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Rajawali Pers. 2010. hlm 
127. 
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2) Tanggung jawab atas produk, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab 
untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang bisa dituntut untuk 
pelaku usaha misalnya, kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian 
konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau 
diperdagangkannya. 
3) Tanggung jawab atas keamanan, yaitu pelaku usaha wajib untuk 
menjaga keamanan konsumen pada saat konsumen melakukan 
transaksi, khususnya pada jaringan transaksi yang dilakukan secara 
elektronik. Pada transaksi ini harus mempunyai kemampuan untuk 
menjamin keamanan dan keandalan transaksi. Perlu diperhatikan 
juga untuk pihak merchant harus menyediakan jaringan yang 
memadai untuk mengontrol keamanan transaksi. 
 
Dalam hal tanggung jawab pengelolaan aplikasi BBM Money yang 
dilakukan oleh Bank Permata mengenai tanggung jawab atas informasi 
Bank Permata sudah melaksanakan kewajibannya karena apa yang 
diiklankan sesuai dengan spesifikasi aplikasi. Juga mengenai informasi 
kontrak telah dicantumkan dalam aplikasi, serta informasi penyelesaian 
sengketa. 
 Persoalan pertanggungjawaban produk Bank Permata 
mempersilahkan konsumen untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dan 
akan dikabulkan ketika itu memang merupakan kesalahan bank, 
kemudian bank akan mengganti sesuai jumlah nyata kerugian konsumen. 
Hal tersebut menurut Ahmadi Miru belum mencapai perkembangan 
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sebagaimana di negara maju, ganti kerugian yang dapat diberikan kepada 
konsumen yang mengalami kerugian hanya meliputi kerugian yang 
langsung dialami oleh konsumen karena mengonsumsi suatu produk 
(hanya kerugian karena rusaknya produk) dan tidak meliputi akibat 
(kerugian harta benda) yang ditimbulkannya, lebih-lebih pada keuntungan 
yang tidak diperoleh (kehilangan keuntungan yang diharapkan) akibat 
penggunaan produk.52 
 Mengenai tanggung jawab atas keamanan penyelenggara sistem 
elektronik atau pelaku usaha dalam hal ini Bank Permata belum sesuai 
dengan apa yang diperintahkan undang-undang, dibuktikan dengan 
jumlah keluhan pengguna sebagian besar persoalan gangguan koneksi 
dan diaksesnya oleh orang lain (lihat tabel 3), ditambah lagi bank tidak 
bertanggung jawab terhadap kerugian akibat gangguan koneksi dan 
diaksesnya aplikasi, menurut bank itu merupakan risiko pengguna atau 
konsumen. Risiko di dalam perkataan sehari-hari berlainan dengan 
pengertian risiko di dalam hukum perikatan. Di dalam Hukum Perikatan 
istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran 
tentang sipakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak 
memenuhi prestasi dalam keadaan force majeur. Sementara Subekti 
mengartikan risiko ialah “kewajiban memikul kerugian yang disebabkan 
karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak”. Subekti 
berpendapat bahwa kata risiko, berarti kewajiban untuk memikul kerugian 
                                                           
52
Ahmadi Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. 2013. hlm 69. 
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jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa 





















                                                           





Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat 
ditarik kesimpulan: 
1) Perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi Mobile Payment BBM 
Money oleh Bank Permata selaku penyelenggara sistem elektronik, 
belum memadai khususnya dari segi pengelolaan dan keamanannya 
bahkan menyalahi beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan, diantaranya UUPK, UU ITE, PP PSTE, serta Peraturan 
Bank Indonesia N0. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip 
Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles). 
2) Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap 
penggunaan aplikasi mobile payment bbm money secara garis besar 
dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : yang pertama tanggung jawab atas 
informasi meliputi informasi iklan, kontrak elektronik, dan 
penyelesaian sengketa. Kedua tanggung jawab atas produk meliputi 
penuntutan  ganti rugi karena kerusakan, pencemaran, dan/atau 
kerugian konsumen akibat menggunakan aplikasi tersebut. Ketiga 
adalah tanggung jawab atas keamanan, khususnya pada kontrol 
keamanan dan keandalan jaringan transaksi yang digunakan. 
Mengenai tanggung jawab atas informasi bank telah melakukan 
kewajibannya dengan sesuainya pencantuman iklan dengan apa 
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yang ada dalam aplikasi, juga mengenai pencantuman informasi 
kontrak elektronik dan penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam 
bentuk tanggung jawab atas produk bank memang telah 
menyediakan jalan untuk tuntutan ganti rugi akan tetapi hanya ketika 
terbukti secara nyata kerugian akibat kesalahan bank, dan juga ganti 
rugi yang diberikan hanya meliputi kerugian yang langsung dialami 
oleh konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan tidak 
meliputi akibat yang ditimbulkannya apalagi terhadap keuntungan 
yang diharapkan. Mengenai tanggung jawab atas keamanan dan 
keandalan kontrol jaringan transaksi belum sesuai dengan apa yang 
diperintahkan undang-undang, karena masih sering terjadi gangguan 
jaringan, tidak hanya itu bank juga tidak bertanggung jawab terhadap 
kerugian akibat gangguan koneksi dan diaksesnya aplikasi, menurut 
bank itu merupakan risiko pengguna atau konsumen. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang ingin disampaikan penulis adalah: 
1) Pelaku usaha khususnya penyelenggara sistem elektronik aplikasi 
Mobile Payment BBM Money harus sadar dan paham akan 
pentingnya hak-hak konsumen, terutama mengenai sistem 
pengelolaan dan keamanan yang disediakan. Dengan menyediakan 
serangkaian sistem pengelolaan dan sistem proteksi atau 
perlindungan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi 
konsumen seperti mendaftarkan serta melakukan sertifikasi atas 
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produk yang dikeluarkannya sebagaimana apa yang telah 
diamanatkan undang-undang yang berlaku. Tidak hanya itu pelaku 
usaha juga harus turut serta dalam bentuk edukasi terhadap 
konsumen dalam bentuk penyediaan informasi produk yang jelas 
dan benar demi menciptakan hubungan yang harmonis dan rasa 
saling percaya antara konsumen dan pelaku usaha. 
2) Pelaku Usaha atau penyelenggara sistem elektronik Mobile Payment 
BBM Money harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami 
oleh konsumen apalagi karena diakibatkan oleh lemahnya kontrol 
terhadap sistem elektronik. Dengan memberikan ganti rugi sesuai 
dengan kerugian yang diderita oleh konsumen, baik berupa 
penggantian perangkat, perbaikan sistem aplikasi, maupun ganti 
kerugian dalam bentuk uang tunai. Pemerintah sebagai institusi 
negara sudah seharusnya turut serta dalam mengurusi apa yang 
menjadi kebutuhan rakyatnya. Pemerintah melalui Bank Indonesia 
dan/atau Kominfo sepatutnya berperan lebih aktif bekerjasama 
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